PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 18 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBER AN GANUARAN (PREM ) KEPADA CRANG CRANG YANG TELAH
MEMBER KAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TI NDAK Pl DANA

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa Penerintah dengan naksud nengadakan penertiban kesei nbangan dan
keseragaman dal am nenberi kan ganjaran. yang sekarang diatur dal am
beberapa peraturan dan dilakukan kepada orang-orang yang telah
nenber i kan jasanya dal am pengusut an pel anggar an- pel anggar an nengenai
penasukan, pengel uaran dan penerusan atau pengangkutan bar ang- bar ang
(termasuk dal ammya al at-alat penbayaran) nelalui darat, laut atau
udara, obat-obat bius dan sulingan-sulingan arak, nenganggap perlu
unt uk nengat ur penberi an- penberi an ganjaran itu dal amsatu perat uran;

b. bahwa untuk nenpergiat pengusutan tindak pidana yang berhubungan
dengan peraturan devisen dan untuk nenperlancar peredaran bar ang-
bar ang, perlu juga di beri kan ganjaran kepada orang-orang yang

tel ah nenberikan jasanya dal am pengusutan pel anggaran- pel anggar an
devi sen dan peni nbunan barang-barang yang dilarang dan pel anggaran
tindak pidana ekonom |ainnya yang bersenbunyi dalam peni nbunan
bar ang- barang yang tak terl arang.

Menper hat i kan :
Undang-undang Tindak P dana Ekonom dan peraturan-peraturan lain yang
ber sangkut an;

Mengi ngat
Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar Republ ik | ndonesi a;

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 2 Agustus 1960;

Mermut uskan:

Cengan nencabut :

a. Keput usan "Hoge Wertegenwoordi ger van de Kroon" tertanggal 20 Juni
1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 172) sebagai - mana tel ah di ubah dengan
surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 29
Desenber 1956 No. 300961/1. N;

b. Keputusan "Guverneur General van Nederlans Indie" tertanggal 28
(ktober 1927 No. 33 (Staatsblad 1927 No. 509);

C. Keput usan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari 1953 Nb.
30/ 1953;

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Penberian Ganjaran (Prem) kepada orang-orang
yang tel ah nenberi kan j asanya dal am pengusut an beber apa ti ndak pi dana.

Pasal |

Ment eri Keuangan dapat nenberi kan ganjaran (prem);



setinggi-tinggi nya Ro. 5.000, kepada nereka bersana-sana at au kepada

seseorang yang pada unummya atau pada khususnya tidak berwenang unt uk

nmengusut tindak pidana yang berhubungan dengan penasukan,
pengel uaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, untuk
pet unj uk- pet unj uk yang nyata yang di beri kannya hi ngga dapat dit angkap

(achterhal en) pelanggaran, baik dari peraturan-peraturan nengenai

bea-cukai rmaupun dari peraturan-peraturan lain yang nengatur

penasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang- barang

(termasuk didalaimya al at-alat penbayaran) nelalui darat, |aut dan

udara atau untuk bantuan yang nyata yang diberikannya pada

penangkapan t er sebut ;

setinggi-tinggi nya Ro. 2.500, - kepada nereka bersana-sana at au kepada

seseorang yang pada unummya berwenang untuk nengusut suatu perkara

pi dana atau pada khususnya berwenang untuk nengusut tindak pidana
yang berhubungan dengan penasukan, pengel uaran, penerusan atau
pengangkut an barang-barang, karena kegiatannya dalam nenangkap

(achterhal en) pel anggar an- pel anggaran bai k dari perat uran- perat uran

nengenai bea dan cukai rmaupun dari peraturan-peraturan lain yang

nengat ur penasukan, pengeluaran atau penerusan dan pengangkutan
barang-barang (termasuk didalamya alat-alat penbayaran) nelal ui
darat, laut dan udara, akan tetapi hanya dal amhal nereka/ia terhadap
pel anggaran yang tertangkap itu tidak diberikan ganjaran sebagai nana

di maksud dal amsub ¢ atau d;

setinggi-tinggi nya 50%yang tidak nel ebi hi Rp. 1.000. 000, -dari jun ah

hasi|l bersih dari penjual an barang-barang (ternasuk di dal ammya al at -

al at penbayaran) yang adal ah hak Negara nenurut pasal 13 ayat (6)

"Recht enordonnanti e" (Staatsblad 1882 No. 240 jo. Saatsblad 1931 No.

471, 1935 No. 149 dan 1948 No. 43), kepada nereka bersana-sana atau

kepada seseorang yang benar-benar secara giat telah ikut-serta dal am

nenahan (annhal en) barang-barang tersebut yang tidak di ketahui siapa

pel anggar nya sebagai rana di naksud dal am pasal 13" Recht enordonnanti e"

tersebut di at as,

1. setinggi-tinggi nya 50% yang tidak nel ebi hi Rp. 1.000. 000, - dari
jumah hasil bersih dari denda-denda dan hasil pel el angan
barang-barang yang diranpas, yang adalah hak Negara, kepada
nereka bersana-sana atau kepada seseorang yang benar-benar dan
secara giat telah ikut-serta atau dengan cara apapun yang nyata
juga, telah nenberi bantuan dalam nenangkap pel anggaran-
pel anggaran, baik dari peraturan-peraturan bea cukai naupun
dari  peraturan-peraturan lain, yang nengatur penasukan,
pengel uaran, penerusan dan pengangkut an barang- barang (ter nasuk
di dal aammya al at-al at penbayaran) nel alui darat, |aut dan udara,
ataupun dari peraturan devi sen sebagai mana di maksud dal am pasal
1 sub 1 e huruf f Undang-undang Ti ndak P dana Ekonom ;

2. dal am hal dil akukan pendendaan damai atau dal am hal di adakan
penyi npanan perkara dengan syarat-syarat nengenai perkara
pel anggaran yang disebut dalam sub a dan b diatas, nmaka
ganj aran adal ah setinggi-tinggi nya 30% yang tidak nel ebi hi Rp.
1. 000. 000, - .

setinggi-tingginya Rp. 5.000,-selama nereka/ia tidak rmenperol eh

ganj aran seperti di maksud dal am sub ¢ dan d, kepada nereka bersana-

sama atau kepada seseorang untuk petunjuk-petunjuk yang nyata yang

di berikan, hingga dapat ditangkap pel anggaran peninbunan barang-

barang, seperti yang dinmaksud dalam pasal 1 sub 1 e huruf c¢ Unhdang-



undang Tindak Pidana Ekonom sebagai mrana beberapa kali diubah dan
ditanbah, terakhir dengan Peraturan Penerintah Pengganti Uhdang-
undang No. 1 tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 13) atau
untuk petunj uk-petunjuk yang nyata yang diberikan tentang sesuatu
peni nbunan barang-barang lain, hingga dapat ditangkap pel anggaran
tindak pidana ekonom lain, seperti yang di -nmaksud dal ampasal sub le
dan 3e dari peraturan-peraturan tersebut;

f. setinggi-tinggi nya Ro. 1.000, - kepada nereka bersana-sanma atau kepada
seseorang yang atas petunjuk-petunjuk yang nyata, dapat diketenukan
suatu penyul i ngan arak (stokerij dan distileerderij) yang tidak sah,
apabila pesawat itu diketemukan sedang bekerja, atau setinggi-
ti nggi nya Rp. 500, - apabi | a pesawat itu tidak bekerja, sekedar ia
bel um neneri ma ganj aran berdasar sub a, b atau d;

g. sebesar harga resm obat bius yang ditangkap, kepada nereka bersana-
sama atau kepada seseorang yang dengan cara apapun yang nyata tel ah
nengaki bat kan penangkapan obat-obat bius yang jenisnya ditetapkan
ol enh seorang ahli, atau sebesar setinggi-tinggi nya Ro. 50.000, - dal am
hal penangkapan yang ber sangkut an di | akukan dal am keadaan yang sangat
sulit dan nengenai obat bi us yang sangat besar;

Pasal 11

a. Untuk dapat nenperol eh ganjaran sebagai nana tersebut dal am pasal |,
instansi yang bersangkutan nengirinkan surat pernohonan ganjaran
kepada Menteri Keuangan di sert ai
a. sal inan putusan Haki m yang bersangkutan yang telah nenpunyai

kekuatan mutlak atau salinan penetapan penyel esai an perkara
di l var sidang Pengadi | an.

b. bukti penyetoran dal am Kas Negeri dan denda-denda atau denda-
denda danai yang telah dipungut berdasarkan surat putusan
penet apan tersebut dan/atau hasil bersih dari penjual an barang-
barang yang di r anpas.

C. uraian tentang jasa orang atau orang-orang Yyang di nohonkan
ganj ar an.
d. j um ah ganj aran yang di usul kan.
b. Apabi |l a dalam pasal 1 sub g dinohon ganjaran yang |ebi h besar pada

harga resm obat bius, naka diterangkan juga keadaan penangkapan yang
sangat sulit dan jumah-junmtah obat bius yang telah ditahan atau
di r anpas.

Pasal 111

Pel aksanaan dari ket entuan-ketentuan dal am Peraturan Presiden ini, diatur
l ebih [anjut ol eh Menteri Keuangan.

Pasal |V
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkannya, kecuali bagi
penberi an ganjaran untuk jasa-jasa yang di beri kan dalampasal | sub e, yang
berl aku mul ai tanggal 13 Juli 1959.

Pasal V

Ganj aran yang bel umdi beri kan unt uk perkar a- per kara yang bel um sel esai pada



hari nulai berlakunya Peraturan Presiden ini, diberikan nenurut Peraturan
Presiden ini.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960
Presi den Republ i k | ndonesi a,

Tt d.
SCEKARNO
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 18 TAHUN 1960
t ent ang

PEMBER AN GANUARAN (PREM ) KEPADA CRANG CRANG YANG TELAH
MEMBER KAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TI NDAK Pl DANA

UMM

Peraturan Presiden ini pertana nengadakan penertiban, kesei nbangan
dan keseraganan dal am nenberi kan ganjaran (prem) kepada orang-orang yang
telah nenberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana.
Sebagai nana di ket ahui, naka hingga sekarang berlaku tiga nacam peraturan
penberi an ganj aran, yakni :

l. yang berdasarkan keputusan Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon

tertanggal 20 Juni 1949 No. 2 (Saatsblad 1949 No 172) sebagai mana
tel ah di ubah dengan surat putusan Menteri Keuangan Republik | ndonesi a
tertanggal 29 Desenber 1956 No. 300961/1.N, ialah penberian ganj aran
kepada orang-orang yang telah nenberikan jasanya dal am pengusut an
pel anggar an- pel anggar an nengenai penasukan pengel uaran, penerusan dan
pengangkur an bar ang- bar ang, yang | azim di namakan or ang
per buat an- per buat an penyel undupan.

1. yang berdasarkan keputusan Gouverneur Generaal Hndia Belanda
tertanggal 28 Cktober 1927 No. 33 (Staatsblad 1927 No. 509), ialah
penberian ganjaran kepada nereka yang atas petunjuknya dapat
di ket emukan suatu penyul i ngan arak (stokerij dan distilleerderi) yang
di buat secara tidak sah dan

I11. yang berdasarkan Keputusan Presiden Repuplik Indonesia No. 30 tahun
1953 ial ah penberian ganjaran kepada nereka yang tel ah nengaki bat kan



penangkapan obat - obat bi us.

Kedua, naka Peraturan Presiden ini nenperluas juga penberian ganjaran
kepada orang-orang yang tel ah berjasa dal am pengusutan tindak pidana |ain
dari pada yang tersebut diatas, yaitu pengusutan tindak pi dana ekonom yang
nenyangkut  peni mbunan barang-barang yang terlarang dan yang tidak
terl arang.

Dengan di | akukannya pel anggaran yang di urai kan dal am peraturan ini,
maka Negara sangat dirugikan, yaitu dalam hal bea-cukai, devizen dan
sebagai nya, yang sebenarnya adal ah hak Negara, karena itulah nmaka sangat
di hargakan, apabila ada orang-orang yang dengan senangat dan kesadaran
nasi onal nya suka nenbantu dal am penyel i di kan dan penahanan orang-orang dan
barang-barang, yang mungkin akan terlepas dari pengawasan Negara, baik
nereka yang nenbantu itu adal ah pegawai yang tugasnya adal ah nel akukan
pengusut an at aupun tidak maupun orang-orang swasta. Untuk jasa nereka itu,
naka Penerintah dapat nenberikan ganjaran sekedarnya. Penberian ganjaran
itu adalah penghargaan atas jasa tersebut dan bertujuan nenperbesar
senmangat dan kesadar an nasi onal unt uk t ur ut nenbongkar
pel anggar an- pel anggaran, yang nerugi kan Negara dal am hak-haknya untuk
nenmungut bea- cukai, nenperol eh devi zen dan yang nerintangi Penerintah untuk
nenyel enggar akan kesej aht eraan rakyat .

Ganjaran itu harus dapat dirasakan oleh orang-orang yang
nenper ol ehnya, akan tetapi dalampada itu, harus pula tetap diingat tujuan
dari pada ganj aran, sedang ganjaran itu harusl ah setinpal dengan jasa dari
orang-orang yang tel ah ikut nenangkap achterhal en) pel anggar an- pel anggar an
yang ber sangkut an.

Ber hubung dengan itu, naka :

a. di beri kan ganjaran sebesar setinggi-tingginya Rp. 5.000,- kepada
nereka yang pada unumrmya atau pada khususnya tidak berwenang untuk
nengusut tindak pidana yang berhubungan dengan per at uran- peraturan
bea dan cukai serta peraturan-peraturan |ain yang nengatur penasukan,
pengel uaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang (ternmasuk
di dal aammya al atal at penbayaran) nelalui darat, |aut dan udara, untuk
petunjuk dan bantuan yang nyata pada penangkapan pel anggaran
tersebut ;

b. di beri kan ganjaran sebesar setinggi-tingginya Rp. 2.500,- kepada
nereka yang pada urmummya berwenang nel akukan atau pada khususnya
berwenang nel akukan pengusutan tindak pi dana yang ber hubungan dengan
per at uran-peraturan bea dan cukai dan peraturan-peraturan |lain, yang
nengat ur penasukan, pengel uar an, penerusan dan  pengangkut an
barang-barang (termasuk didalamya alat-alat penbayaran) nelal ui
darat, laut dan udara, apabila nereka nenprlihat kan kegi at annya dal am
nel akukan penangkapan pel anggar an t er sebut .

Jumtah-jumah tersebut dalam a dan b ini tidak diberikan apabila
nereka tel ah nenperol eh ganj aran sebagai nrana tersebut dal amsub ¢ dan
d di bawah ini;

C. diberikan ganjaran setinggi-tingginya 50% (ternmasuk didal amnya
alat-al at penbayaran) tidak nelebihi Rp. 1.000.000,- kepada nereka
dari penjual an barang-barang yang dapat ditahan dari para pel anggar
yang tidak di ketahui dari pasal 13 Rechtenordonnantie, apabila nereka
benar - benar secara giat tel ah ikut-serta dal am nenahan bar ang- barang
t ersebut ;

d. di beri kan ganjaran setinggi-tingginya 50% yang tidak nelebihi Rp.



1.000.000,- dari jumah hasil bersih denda-denda dan hasil
pel anggar an bar ang- bar ang, kepada nereka yang benar- benar dan secara
giat telah ikut-serta atau dengan cara apapun yang nyata telah
nenbant u dal am penangkapan pel anggar an- pel anggaran yang ber hubungan
dengan peraturan-peraturan bea dan cukai, peraturan-peraturan lain
yang nengatur tentang penasukan, pengel uaran, penerusan dan
pengangkut an bar ang- barang (ternasuk di dal ammya al at-al at penbayar an)
nel al ui darat, laut dan udara ataupun dari peraturan devi ezen;

Perl u di perhatikan, bahwa apabila dal am sub a dan b nengenai perkara
pel anggaran di adakan pendendaan danai atau dilakukan penyi npanan
perkara dengan syarat-syarat, naka ganjaran adal ah sebesar
sei nggi -ti nggi nya 30%yang tidak nel ebi hi Rp. 1.000. 000, -;

e. di beri kan ganj aran setinggi-tinggi nya Rp. 5.000, -, kepada nereka yang
tel ah nenberi kan pet unj uk- pet unj uk yang nyata hi ngga dapat ditangkap
peni nbunan barang-barang yang terlarang dan yang tidak terlarang,
yang neni mbul kan tindak pidana ekonom lain, selana nereka tidak
tel ah diberi ganjaran seperti disebutkan dalamsub ¢ dan d di at as;

f. di berikan ganjaran setinggi-tingginya Ro. 1.000,- dan Rp. 500, -
nasi ng- nasi ng unt uk pet unj uk- pet unj uk tentang adanya penyul i ngan anak
yang tidak sah, yang diketemkan sedang bekerja dan tidak, selana.
bel um di perol eh ganj aran dalamsub a, b atau d;

g. di beri kan ganjaran sebesar harga resm obat bius atau setinggi-
tingginya Ro. 50.000,- apabila penangkapan dil akukan dal am keadaan
yang sangat sulit dan nengenai jumah obat bius yang sangat besar,
apabi | a nereka dengan cara apapun nengaki bat kan penangkapan obat - obat
bi us.

Per nohonan untuk dapat nenperoleh ganjaran harus dilakukan ol eh
instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan dengan di serahi segal a
sesuat u yang di perl ukan, yaitu :

a. salinan keputusan Hakim yang telah nenpunyai kekuatan nutlak atau
sal i nan penet apan penyel esai an perkara dil uar sidang pengadi |l an;

b. bukti penyetoran denda atau denda danai dal am Kas Negar a;

C. urai an tentang jasa orang atau orang-orang yang di nohonkan ganj aran.

d. j um ah ganj aran yang di usul kan.

Apabi | a per nohonan ganj aran nengenai obat bi us |ebi h besar dari pada
harga resm, naka perlu juga disertakan keterangan keadaan yang sangat
sulit dal am nel akukan penangkapan dan jum ah obat bius yang tel ah ditahan
atau diranpas. Karena penberian ganjaran nenyangkut keuangan Negara, naka
Ment eri Keuanganl ah yang nenent ukan tentang penberian ganjaran itu.

Mengi ngat bahwa penberian bantuan untuk nenangkap pelang- garan
peni nbunan yang terlarang dan tindak pidana ekonom |ainnya yang
tersenbunyi dalam peninbunan yang tidak terlarang, sangat nenbantu
pel aksanaan program sandang pangan Penerintah, nmaka untuk penangkapan
tindak pidana ekonom ini, penberian ganjaran diberlakukan surut mulai 13
Juli 1959, yaitu nulai berkerjanya Kabinet Kerja.

Dal am pada itu maka untuk perkara-perkara yang pada waektu Peraturan
Presiden ini berlaku, belum selesai diputus, diberikan ganjaran menurut
Peraturan Presiden ini.

Penberi an ganj aran bagi perkara-perkara yang tel ah sel esai di urus dan
di nrohonkan ganj aran, tetap dil akukan nenurut peraturan (2) |ana.



PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Sub a dan b neliputi
1. "Recht enor donnanti e",
2. "Crissui tvoerordonnantie",
3. "Devi ezeonor donnanti e" (untuk sebagi an),
4, Lain-lain peraturan yang nengatur penmasukan, pengel uar an,

penerusan dan pengangkutan barang-barang, ternasuk dida- |amya
al at-al at penbayar an.

Pet unj uk-petunjuk yang nyata harus dibedakan dari petunjuk yang
sanar - sanar .

Cont oh dari petunjuk-petunjuk yang nyata, adal ah :

D runah si A ada beberapa senjata api di senbunyi kan.

D gudang si B ada barang-barang textiel ditinbun.

Sebal i knya, maka pet unj uk- pet unj uk yang sanar-sanmar adal ah m sal nya :

D runmah si A rupanya ada sesuatu yang di senbunyi kan.

QO ang-orang berkata, bahwa di Pasar |kan sering dil akukan penyel undupan.

Bar ang- barang ternasuk dal am pengertian ini ialah :
1. nilai-nilai.

2. hak- hak.

3. t agi han- t agi han.

"Yang benar-benar dan secara giat telah ikut-serta atau yang
dengan cara apapun tel ah nmenberi kan bantuannya" yang di urai kan dal am sub
b, ¢ dan d dapat dijel askan dengan cont oh sebagai beri kut:

| kut =serta dal am sebuah kendaraan bersana dengan seorang petugas
karena hanya ingin mengetahui saja, bukanlah ikut-serta seperti yang
di maksud dal amsub b, c dan d tersebut. Yang di maksudkannya i al ah :

| kut-serta bersama seorang petugas unuk nenbantunya dal am
per gul at an dengan pel anggar hukum serta menbel anya apabila petugas itu
di serang, nenbawa al at-alat untuk nenbongkar sesuatu atau nem nj ankan
perahunya kepada petugas untuk rmengejar serta nenangkap perahu
si penyel undup.

Bantuan yang nyata yang dapat diberikan dalam penbongkaran
pel anggar an- pel anggar an peraturan devi ezen ialah msal nya: penganbil an
cat at an- cat atan penbukuan dari najikannya ol eh seorang bawahan, untuk
di perlihatkan kepada seorang petugas, karena ada dugaan keras, bahwa
tel ah di | akukan pel anggar an devi ezen.

Peni nbunan yang terlarang adal ah peninbunan barang-barang yang
diatur dalam pasal 1 sub l1le dan huruf e Undang-undang Tindak Pidana
Ekonom. Dalam pada itu, naka sesuatu peninbunan barang-barang yang
tidak terlarang, dapat pula nenyenbunyi kan didalamya tindak pidana
ekonom |ainnya, msalnya tidak adanya penbukuan, tidak ada faktur dan
sebagai nya (lihatlah pasal 1 sub 1 e dan 3e Undang-undang Ti ndak Pi dana
Ekonom ) .

Pasal 11
Tel ah di t erangkan dal am penj el asan unmum

Pasal I11.



Qukup j el as.

Pasal |V.
Qukup j el as.

Pasal V.
Qukup j el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1960 NOMCR 96
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2033



